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Abstract

Pekanbaru City Civil Service Police Unit in government affairs in the field of peace and public order as
well as community protection in the effort to enforce the requlation of billboards, this has not been done to the
fullest so billboards appear to still be in violation of the established rules. Implementation of the achievement of the
duties of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in Ordering the Billboard through consistency,
transparency, accountability, fairness, participation, evektivenesess and efficiency. The purpose of this study was
to find out the role of the civil service police unit and its evaluation of the publication of advertisements in
Pekanbaru city. The research method used is a quantitative method. Research results of consistency indicators in
the moderately implemented category, with a percentage value of 58%. The tranaparency indicator in the shave
category was achieved with a percentage value of 84%. The accountability indicator is in the moderately
implemented category with a value of 54%. The justice indicator in the category is quite implemented with a
percentage value of 55.5%, The participation indicator in the category is quite implementef with a percentage
value of 46%, The effectiveness indicator in the category is quite implemented with a percentage value of 56%,
The efficiency indicator is quite successful with a value of 56%.
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Abstrak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara lain upayah penegak peraturan penertiban
reklame hal ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga reklame terlihat masih banyak melanggar
aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru dalam Penertiban Reklame melalui konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan,
partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi
Pamong Praja di evaluasi dalam penerbitan iklan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian indikator Konsistensi dalam katagori cukup
terlaksana, dengan nilai persentase 58%. indikator ransparansi dalam katagori cukup terlaksana,
dengan nilai persentase 58%. indikator akuntabilitas dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 54%. indikator keadilan evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban
Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 55,6%. indikator partisipasi dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 46%.
indikator efektivitas katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56% indikator efisiensi katagori
cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56%.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Reklame.
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Pendahuluan

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala otonomi
melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka
lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal
menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan
istilah good governance. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung
terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 27 tahun 2010 tentang pedoman pelaporan
satuan polisi pamong praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai prangkat
pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelengaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

Otonomi daerah dalam pengembangan kemajuan daerah pelaksanaan otonom dimana
sumber penerimaan daerah antara lain Pendapat Asli Daerah, dana perimbangan, dan
penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak Reklame atau
Iklan. Keberadaan reklame atau iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan
masyarakaat yang masih masuk dalam wilaya administrasi suatu daerah. Bentuk reklame
atau iklan tersebut berupa baliho, spanduk, neon sigh, dan umbul-umbul.

Dalam menyikapi ini perlunya pegawasan penertiban oleh aparat pemerintah daerah
dikarenakan masih ditemui reklame yang memadati ruang kota hal ini dikarenakan
banyaknya reklame yang tidak memiliki izin berdiri sesuai peraturan yang ditetapkan, Satuan
Polisi Pamong Praja telah diberikan wewenang dan tugas untuk mengawal dan menegakkan
perda, wewenang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai regulasi penertiban
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat umum ini dapat terlaksana dengan
baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ini memerlukan aparatur daerah
yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik didalam melaksanakan tugas yang
dibebankan padanya. Satpol PP sebagai pengaman penertiban reklame di Kota Pekanbaru
dimana ditetapkan sebagai menjalankan perda. Hal ini dalam penerbitan reklame didasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame, namun belum
efektif penerapan perda terhadap kepmilikan reklame karena masih banyaknya terlihat papan
reklame yang belum memiliki izin dan habis masa izin.

Reklame atau iklan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah
pemeritahuan kepada umum tentang barang dagangan yang dikemas dengan kata-kata dan
gambar yang menarik untuk membuatnya laku dipasaran. Reklame sekarang menjadi wadah
berkomunikasi yang sangat berguna bagi produsen dan konsumen. Karena fungsinya sebagai
cara promosi lainnya untuk menyampaikan pesan kepada konsumen, sistem komunikasi ini
sangat penting untuk keberhasilan perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa mereka.

Diketahui bahwasanya Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang
berbentuk spanduk, umbul-umbul yang berisikan pesan atau pemberitahuan iklan yang
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya ditunjukkan untuk komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa dalam menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa.
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Menurut pasal 7 ayat 1, "setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota
Pekanbaru yang dilakukan oleh pemilik atau penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki
izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk". Pelaksanaan reklame mencakup berbagai
kegiatan dan kontrol, termasuk penjadwalan, jenis, perizinan, penyelenggaraan,
pengendalian, pengawasan, dan penertiban iklan untuk memastikan pemanfaatan ruang kota
yang serasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin
Reklame.

Ketentuan Umum:
1. Nama, objek, subjek dan wajib pajak
Legalitas pengenaan dan tarif pajak
prosedur pemungutan, wilayah pemungutan, masa dan perhitungan pajak.
Surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajak
Penyelenggaraan reklame
Prosedur pembayaran
Prosedur penagihan pajak

Prosedur pengurangan dan pembebasan pajak

Y O*® N Tk D

Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi

—_
e}

. Keberatan dan banding

—_
—_

. Batas waktu penagihan

—_
N

. Penilaian /Pengawasan

—_
(O8]

. Ketetapan penylidakan dan sanksi

—
N

. Insentif pemungutan

[
a1

. Penyelidikan

—_
o)

. Hukum administrasi
17. Ketetapab penutup

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Reklame di
Kota Pekanbaru mengatur jenis reklame sebagai berikut:

a. Reklame Megatron

b. Reklame papan atau billboard
c. Reklame Baliho

d. Reklame berjalan

e. Reklame udara

f. Reklame suara

g. Reklame slide
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h. Pengenal usaha atau merek usaha
i. Reklame mural
j.  Jembatan penyebrangan orang (JPO)
Kemudian dalam peraturan kawasan reklame diatur dalam pasal 3 yang berbunyi:
1. Pengelompokan kawasan atau area reklame di Kota Pekanbaru dibagi 3 kategori:
a. Area bebas reklame
b. Area reklame terbatas
c. Areareklame umum
2. Area bebas reklame ialah area yang tidak diperbolehkan dipasang reklame

3. Area reklame terbatas ialah area yang mengizinkan pemasangan reklame dengan
pengaturan tertentu

4. Areareklame umum ialah diluar area bebas reklame dan area reklame terbatas

Menurut Pasal 1 Ayat 19 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak
Reklame di Kota Pekanbaru, Reklame dibuat oleh individu atau organisasi baik atas nama
mereka sendiri maupun atas nama orang lain atau pihak yang bertanggung jawab atas iklan
tersebut. Untuk memastikan penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan PERDA, Satpol PP
menetapkan kebijakan. Selain memberikan pelatihan kepada pemilik iklan, Satpol PP juga
memiliki kebijakan guna memberikan sanksi sesuai dengan peruntukannya terhadap
pelanggaran reklame.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana kebijakan Satpol PP dalam pelaksanaan
penertiban reklame demi tercapainya Penyelenggaraan Reklame yang didasarkan ketentuan
peraturan yang ditetapkan meliputi :

a. Pembinaan terhadap kepemilikan reklame.
b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran reklame sesuai dengan peruntukannya
C. Pengawasan diruas jalan umum.

Pelanggaran reklame yang umumnya sering terjadi dimana pemasangan reklame liar
atau tidak memiliki izin, masa perijinan sudah habis, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang
dilarang. Dalam upayah Penertiban reklame, Satpol PP secara prosedur menyurati pemilik
untuk membongkar sendiri bilboard atau reklame yang telah dinyatakan melanggar. Surat
dikirimkan tiga kali dengan durasi waktu masing-asing selama 7 hari kerja. Apabila tidak
diindahkan oleh pemilik, maka petugas Satpol PP langsung turun untuk membongkar
reklame atau bilboard bermasalah tersebut. Melakukan pembongkaran, Satpol PP dilengkapi
dengan alat las dan tabung gas. Umumnya pembongkaran dilakukan pada malam hari untuk
menghindari kemacetan yang ditimbulkan saat pembongkaran. Waktu pembongkaran pun
bervariasi, disesuaikan dengan besar bilboard atau reklame. Seluruh besi-besi reklmae yang
dibongkar oleh Satpol PP diamankan di gudang Satpol PP untuk selanjutnya akan dilelang
sebagai asset daerah.
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Adapun Berikut dapat diketahui jumlah reklame berdiri yang tidak memiliki izin, tidak
memiliki izin serta habis masa izin berlaku di Kota pekanbaru tahun 2020-2022 sebagai
berikut:

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah penertiban reklame berdasarkan kepemilikan
izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku di Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 dengan
jumlah semakin tahun semakin meningkat hal ini dapat dilihat mendirikan reklame terbesar
pada tahun 2022, dimana kepemilikan izin reklame sebanyak 971, tidak memiliki izin
sebanyak 1272 dan habis masa izin berlaku sebanyak 837 reklame.

Pertiban yang telah dilaksanakan Satpol PP sebagai efek jera yang diberikan terhadap
kepemilikan reklame dengan menyita reklame yang telah melanggar aturan dan segera
diamankan agar bagi kepemilik reklame datang untuk menjemput serta menerima surat
tegoran dari Satpol PP.

Diketahui jumlah reklame yang ada dikota pekanbaru tahun 2020 sampai dengan tahun
2022 dimana semakin tahun semakin jumlah reklame yang tidak memiliki izin berdiri.
Adapun Jumlah total Baleho/Reklame yang ditertibkan meliputi tahun 2020 sebanyak 91
reklame yang diamankan di Mako, 33 yang diambil pemilik sedangkan tahun 2021 sebanyak
571 diamankan di Mako serta pada tahun 2022 sebanyak 1.737 memiliki izin dan Jumlah total
yang ditertibkan sebanyak sebanyak 2.109. diamankan di Mako dan yang diambil pemilik
sebanyak 372. Berdasarkan tabel diatas perlunya Satuan Polisi Pamong praja lebih efektif lagi
dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadinya reklame yang berdiri dengan sendirinya
tanpa adanya izin yang diberikan sehingga tidak mengurangi pendapatan asli daerah serta
memberikan saksi yang tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak mengikuti peraturan
yang berlaku.

Secara hukum, operasi iklan di Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan
khususnya telah diatur sesuai dengan standar operasional pemberian izin iklan. Keseluruhan
aturannya jelas, mulai dari cara pemohon penyelenggara reklame meminta izin sendiri hingga
syarat administrasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki peraturan
perundang-undangan dan teknis yang rinci untuk semua itu.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, terdapat 88 unit reklame bisnis, sebagian
besar di antaranya tidak mempunyai izin dan menunggak pajak. Sementara itu, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru
mendapati 77 iklan/reklame yang tidak berizin. Bahkan, 55 dari 77 iklan yang tidak memiliki
izin itu terletak tegak di tepi jalan. Selain tidak mempunyai izin, DPM-PTSP Kota Pekanbaru
akan meminta owner reklame agar segera meninggalkan bahu jalan. Menurut DPMPTSP Kota
Pekanbaru, ada hampir 400 papan reklame berizin di kota Bertuah. Ada peningkatan 50 titik
pada awal tahun 2019 dan total 394 papan reklame berizin. DPMPTSP Kota Pekanbaru, tahun
2023.

Karena reklame yang tidak memiliki izin terus terjadi, pemerintah daerah harus
mengawasi dan menertibkannya. Satpol PP ialah suatu lembaga yang memainkan peranaan
terpenting didalam memastikan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Satpol PP dibentuk sebagai perangkat pemerintahan daerah dengan tugas utama menegakkan
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PERDA. Selain itu, Satpol PP juga mempunyai wewenang dan fungsi guna menjaga
keamanan.

Dalam melakukan penertiban tiang reklame, Satpol PP melakukan persiapan tertentu
sebelum melakukan penertiban, termasuk memberikan beberapa teguran. Pertama, teguran
diberikan kepada individu atau badan hukum yang mengusik ketertiban. Jika teguran
pertama tidak diindahkan dalam waktu tiga hari, teguran kedua diberikan. Jika teguran kedua
juga tidak diindahkan dalam waktu 3 hari, teguran yang ketiga pun diberikan. Jika teguran
pertama, kedua, dan ketiga tidak juga diindahkan, teguran terakhir dilakukan secara paksa
oleh Satpol PP.

Menurut penjelasan di atas, masih ada masalah dengan penanganan reklame oleh
Satpol PP. Tugasnya untuk menjaga reklame tertib di Kota Pekanbaru umumnya dan
Kecamatan Tampan khususnya belum terpenuhi dengan baik, karena banyak reklame yang
tidak berizin dan kadaluarsa izinnya. Selain itu, masih belum diterbitkannya sanksi yang jelas
terhadap mereka yang memiliki reklame tersebut.

Sebagai hasil dari observasi penelitian, berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi
saat Satpol PP menjaga ketertiban reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu,
Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban reklame tidak konsisten.
Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan reklame ilegal yang tidak memiliki izi, Masih ditemukan
reklame bisnis tidak memiliki izin yang masih terpasang di tempat yang dilarang, seperti di
bahu jalan, dan Jumlah iklan yang tidak berizin terus meningkat di Kota Pekanbaru pada
tahun 2022 menunjukkan bahwa upaya penertiban iklan masih kurang efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis survey deskriptif ialah jenis penelitian yang
mennjabarkan variabel yang diteliti dan menggunakan metode kuantitatif, yaitu memberikan
presentasi sebelum mencapai kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Oleh karena itu,
Penelitian survei lengkap menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data,
dan melibatkan pengambilan sampel dari setiap demografi. Data ini akan digunakan oleh
peneliti untuk membuat kumpulan pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada
kelompok sasaran mereka.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, khususnya
bagian yang menangani penertiban reklame. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa
penertiban reklame di Kota Pekanbaru masih kurang efektif karena banyaknya reklame tanpa
izin dan reklame yang izinnya sudah habis namun terus beredar.

Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk
menentukan populasi dan sampel, pada Petugas Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat
yang digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat
diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 10 sampel.

Sedangkan terhadap Kepemilikan reklame yang Tidak memiliki izin, Habis Masa izin
berlaku dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan
sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan
penulis ialah Kepemilikan Reklame berjumlah 35 sampel.
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Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam
penertiban reklame melalui indikator: Konsistensi, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan,
Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi, sebagai berikut:

Konsistensi

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai konsistensi melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame termasuk kepada kategori cukup terlaksana dengan
nilai 52 atau sebesar 58% dengan alasan bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait
peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak,
akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga
masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru
Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota
pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang
melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan

Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame.

Transparansi

Dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai
transparansi melalui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam
evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori cukup terlaksana yakni dengan total nilai
52 atau sebesar 58% dengan alasan bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan
izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin
Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan
tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata.

Akuntabilitas

Semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik harus memiliki
pertanggungjawaban administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban
Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu:

a. Kerjasama antara atasan dan bawahan
b. Pendataan terhadap reklame
c. Pendataan terhadap kepemilikan Reklame

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai akuntabilitas melalui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam penertiban reklame termasuk kepada kategori
cukup terlaksana yakni dengan total nilai 73 atau sebesar 54% dengan alasan bahwa kegiatan
sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat
mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan
Satpol PP belum terlaksana secara merata.

Keadilan

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran tidak dipengaruhi oleh
ras, agama, golongan, status sosial, atau karakteristik lainnya. Keadilan dalam kebijakan
publik diciptakan dalam aktivitas pelayanan yang tidak berepihakan secara sepihak. Keadilan
secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat
antara anggota masyarakat untuk mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan
pelaksanaan kewajiban.

Sejalan dengan itu guna mengetahui keadilan pelaksanaan pelaksanaan tugas Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item
penilaian yaitu :

a. Melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku
b. Memberikan sanksi kepada semua pengusaha reklame yang melanggar aturan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai keadilan melalui evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori cukup
terlaksana yakni dengan total nilai 50 atau sebesar 55,6%.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi masyarakat akan membantu evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dan
dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang. Karena partisipasi masyarakat
membutuhkan pengawasan dan aspirasi, keberhasilan implementasi kebijakan publik
bergantung pada partisipasi masyarakat. Di sini, pengawasan yang dimaksud meliputi
pengawasan legislatif atas eksekutif.

Sejalan dengan itu guna mengetahui partisipasi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan
3 item penilaian yaitu:

a. Penetapan penertiban Reklame
b. Pemberian Himbauan
c. Pencopotan Reklame yang melanggar peraturan

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai partisipasi melalui evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori
cukup terlaksana yakni dengan total nilai persentase sebesar 46%.
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Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan
terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam evaluasi Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru dalam penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan
kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui
efektivitas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame
penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu:

a. Penetapan Peraturan
b. Sosialisasi wajib pajak Reklame.
C. Pengawasan Reklame.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai Efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup
terlaksana dengan nilai responden 74 atau 56% dengan alasan, bahwa kegiatan sosialisasi oleh
Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame
diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara
merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di
Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas
jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui

reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai
dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan
kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui
efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban
Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.
2. Pendataan reklame.
3. Penertiban titik lokasi reklame.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden
penelitian mengenai efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana
dengan nilai keseluruhan responden 75 atau 56% dengan alasan, Pelaksanaan penertiban
reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pembianan terhadap
kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembeinaan yang diberikan hanya sebatas bagi
reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan
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reklame yang ada dikota pecan baru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan
pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga bayak
reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP didalam
penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingga banyak treklame yang berdiri tidak tepat

sasaran sesuai denganaturan yang ada.

Berdasarkan rekapitulasi data evaluasi tugas Satpol PP dalam penertiban reklame di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan
oleh Satpol PP cukup terlaksana dengan persentase 54%.

Kesimpulan

1.

Konsistensi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 58%.

Transparansi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame
Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 58%.

Akuntabilitas evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame
Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 54%

Keadilan evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 55,6%.

Partisipasi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 47,4%.

Efektivitas evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 56%

Efisiensi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai
persentase 56%.
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